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Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi dengan judul “DASAR HUKUM 
PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI 
LUAR PERADILAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (The 
Justification Of The Mediation Alternative Application The Case Of Traffic 
Accident)”, ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan 
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.  
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 
































Meydifa Ezri Cahyani, 5116500122. DASAR HUKUM PENERAPAN MEDIASI 
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI LUAR PERADILAN KASUS 
KECELAKAAN LALU LINTAS (The Justification Of The Mediation Alternative 
Application The Case Of Traffic Accident)”. Skripsi. Tegal, Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Polemik penetapan status hukum seseorang menjadi tersangka dalam kasus 
kecelakaan lalu lintas, telah banyak menimbulkan perdebatan pro dan kontra di 
masyarakat. Dalam kasus Lanjar Sriyanto, warga Karanganyar, Jawa Tengah, juga 
diadili dan ditahan akibat kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya, 
Saptaningsih. Di Pengadilan Negeri Karanganyar, Lanjar tetap dinyatakan 
bersalah kendati tidak ditahan. Saat kejadian, Lanjar memboncengkan anak dan 
istrinya. Mereka terjatuh saat menabrak mobil yang berhenti mendadak. Saat 
terjatuh itulah, istrinya terlindas mobil yang belakangan diketahui milik polisi 
yang bertugas di Ngawi. Tujuan meneliti permasalahan di atas adalah : untuk 
mengetahui ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu 
lintas, dan untuk mengetahui alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu 
lintas di wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskrptif yang bersumber 
pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis 
dengan analisis hukum.  
Ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas 
di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditentukan di dalam Pasal 310, 
Pasal 311, Pasal 312. Dalam pertanggungjawaban ini, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 membedakan dalam kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. 
Dari segi tujuan pemidanaan, pidana penjara dalam kecelakaan lalu lintas tidak 
menimbulkan efek jera dan prevensi, untuk itu perlu adanya sanksi alternative lain 
selain pidana penjara dalam kecelakaan lalu lintas. Landasan hukum penerapan 
alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum 
Polres Tegal Kota, berdasarkan : Yurisprudensi Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 
Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap “ rechmatig “ 
(sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh 
undang –undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang–undang. 
Kebiasaan masyarakat, yaitu praktek sehari-hari dalam kenyataan di lapangan 
pada saat kedua belah pihak telah bersepakat penyelesaian kecelakaan lalu lintas 
dengan cara kekeluargaan yang disertai dengan adanya persyaratan-persyaratan 
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yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dianggap sebagai salah satu 
penyelesaian secara sosiologis yuridis diantara korban/keluarganya dengan 
tersangka/keluarganya. 
 








































Meydifa Ezri Cahyani, 5116500122. The Justification Of The Mediation 
Alternative Application The Case Of Traffic Accident. Skripsi. Tegal, Law Studies 
Program Faculty of Law University of Pancasakti.  
The polemic on determining a person's legal status to be a suspect in a 
traffic accident case, has caused a lot of debate pros and cons in the community. 
In the Lanjar Sriyanto case, a resident of Karanganyar, Central Java, was also 
tried and detained due to an accident that claimed the life of his wife, 
Saptaningsih. At the Karanganyar District Court, Lanjar was still found guilty 
despite not being detained. During the incident, Lanjar gave a ride to his wife and 
children. They fell when they hit a car that stopped suddenly. When he fell, his 
wife was crushed by a car that was later found to be owned by the police on duty 
in Ngawi. The purpose of examining the above problems is: to find out the legal 
provisions in the settlement of traffic accident crimes, and to find out alternatives 
to the settlement of traffic accident crime in the Tegal City Police jurisdiction.  
This type of research is normative legal research with a statutory approach 
with descriptive-prespective characteristics that are sourced from secondary data, 
including: primary legal materials and secondary legal materials. This secondary 
data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 
materials obtained by means of literature study, then analyzed by legal analysis.  
Legal provisions in the settlement of traffic accident in Law Number 22 
Year 2009 are determined in Article 310, Article 311, Article 312. In this 
responsibility, Law Number 22 Year 2009 distinguishes in the violation category 
and the crime category. In terms of criminal purpose, imprisonment in a traffic 
accident does not cause a deterrent and prevention effect, for this reason there is 
a need for alternative sanctions other than imprisonment in a traffic accident. The 
legal basis for implementing alternative solutions to the settlement of traffic 
accidents in the area of Tegal City Police, based on: Jurisprudence of Arrest 
Hoge Raad on March 19, 1917 which stipulates that an action can be considered 
"rechmatig" (legitimate according to law) even without special authorization. by 
law provided that it is based on obligations under the law. The community's habit, 
which is daily practice in reality on the ground when both parties have agreed on 
the settlement of a traffic accident by means of a family that is accompanied by 
the conditions agreed upon by both parties, is considered as one of the juridical 
sociological solutions between victims / his family with the suspect / his family.  
 






Polemik penetapan status hukum seseorang menjadi tersangka dalam 
kasus kecelakaan lalu lintas, telah banyak menimbulkan perdebatan pro dan 
kontra di masyarakat. Dalam kasus Lanjar Sriyanto, warga Karanganyar, Jawa 
Tengah, juga diadili dan ditahan akibat kecelakaan yang merenggut nyawa 
istrinya, Saptaningsih. Di Pengadilan Negeri Karanganyar, Lanjar tetap 
dinyatakan bersalah kendati tidak ditahan. Saat kejadian, Lanjar memboncengkan 
anak dan istrinya. Mereka terjatuh saat menabrak mobil yang berhenti mendadak. 
Saat terjatuh itulah, istrinya terlindas mobil yang belakangan diketahui milik 
polisi yang bertugas di Ngawi.  
Terhadap permasalahan hukum di atas, Melihat hal ini penulis tertarik 
untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai “DASAR HUKUM 
PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI 
LUAR PERADILAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (The 
Justification Of The Mediation Alternative Application The Case Of Traffic 
Accident)”. 
Tujuan meneliti permasalahan di atas adalah : untuk mengetahui 
ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dan 
untuk mengetahui alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di 
wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hasil penelitian ini, masih 
jauh untuk dikatakan sempurna. Untuk itu penulis berharap arahan dan masukan 
dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan hasil 
penelitian ini.  
Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih 
kepada para pihak yang telah membantu penulis, utamanya kepada : 
1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal; 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal; 
3. Bapak Dr. Sanusi, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Penulis yang 
penuh kesabaran memberikan ilmu dan bimbingannya; 
4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H sebagai Pembimbing II atas 
koreksi dan masukan-masukannya; 
5. Bapak dan Ibu Dewan Penguji Skripsi; 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPS Tegal; 
7. Tenaga Administrasi Fakultas Hukum UPS Tegal; 
8. Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan restunya; 
9. Saudara-saudaraku tercinta;\ 
10. Rekan-rekan yang telah banyak membantu dan memberi dorongan 
semangat untuk tidak pantang menyerah 
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A. Latar belakang  
Secara empiris, banyak masyarakat yang memperdebatkan 
kegunaan/daya guna atau mengutip istilah Sudarto “kemanfaatan sanksi 
pidana” bagi pelaku/tersangka kecelakaan lalu lintas. Pertanyaan yang 
muncul tentu mempersoalkan “keadilan untuk siapa sanksi pidana penjara” 
atas kecelakaan lalu lintas?. Misalnyanya saja kasus yang terjadi pada Ninik 
Setyowati. Unit Laka Lantas Polres Banyumas menetapkan Ninik Setyowati 
sebagai tersangka atas kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan 
Agustus. Dalam kasus Nanik Setyowati ini banyak hal yang menarik secara 
hukum untuk dikaji, dimana Nanik Setyowati sendiri mengalami lumpuh kaki 
kanannya cacat terlindas truk saat memboncengkan Kumaratih Sekar 
Hanifah, putri sulungnya. 
Dalam insiden ini, Ninik menjemput Kumaratih dengan sepeda 
motor bernomor polisi R 2120 TA. Putrinya, pelajar kelas VI SD Al Irsyad 
Purwokerto, dari arah timur melaju truk gandeng bermuatan terigu bernomor 
polisi AE 8379 UB yang dikemudikan Suparman (60), warga Ngawi, Jawa 
Timur. Truk mencoba mendahului sepeda motor yang dikendarai Ninik. 
Namun, bagian belakang truk menyenggol spion sepeda motor korban hingga 
oleng dan kedua korban terjatuh, Putrinya meninggal di lokasi kejadian 




putri Ninik tidak mengenakan helm. Kaki kanan Ninik terlindas roda truk 
hingga luka parah dan nyaris lumpuh. Hampir Rp 300 juta dihabiskannya 
untuk berobat.1  
Dalam kondisi yang demikian, belum genap enam bulan setelah 
kehilangan putri sulungnya, Penyidik Satlantas Polres Banyumas mendatangi 
rumah Nanik S untuk menandatangani berita acara pemeriksaan yang 
menyatakan dirinya sebagai tersangka.  
Dalam kasus tersebut, Penyidik Laka Lantas menjerat Nanik S 
dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nanik S dinyatakan lalai sehingga 
menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa orang lain yaitu Kumaratih 
yang tidak lain adalah putrinya sendiri. 
Polemik penetapan seseorang yang menjadi korban kecelakaan, 
kehilangan kerabat terdekat, tetapi kemudian menjadi tersangka atas 
kecelakaan itu bukan sekali ini terjadi. Januari 2010, Lanjar Sriyanto, warga 
Karanganyar, Jawa Tengah, juga diadili dan ditahan akibat kecelakaan yang 
merenggut nyawa istrinya, Saptaningsih. Di Pengadilan Negeri Karanganyar, 
Lanjar tetap dinyatakan bersalah kendati tidak ditahan. Saat kejadian, Lanjar 
memboncengkan anak dan istrinya. Mereka terjatuh saat menabrak mobil 
yang berhenti mendadak. Saat terjatuh itulah, istrinya terlindas mobil yang 
belakangan diketahui milik polisi yang bertugas di Ngawi.  
                                                 







Dalam kasus ini tentu saja masyarakat bertanya-tanya, dengan 
pertanyaan kenapa Nanik S atau Lanjar S itu harus dijatuhi dengan pidana, 
sedangkan ia sendiri merupakan korban yang harus kehilangan istrinya, dan 
juga bila toh proses persidangan ini untuk memenuhi adanya rasa keadilan, 
maka keadilan disini, keadilan untuk siapa?, bagaimana dengan nasib 
anaknya bila ayahnya juga harus dipenjara.  
Untuk kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang dalam hal ini Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan perbuatan tersebut sebagai 
kejahatan. Sehingga pengaturannya di dalam KUHP terdapat di dalam Buku 
II yang isinya mengenai perbuatan-perbuatan dalam kategori kejahatan. 
Disamping di dalam KUHP, pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas 
terdapat pula di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009, kecelakaan lalu lintas dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan. 
Sehingga ancamannya pun (sanksinya) berupa pidana penjara. 
Praktek sistem peradilan pidana yang dilakukan saat ini terhadap 
kecelakaan lalu lintas masih ditempuh dengan kebijakan penal. Dari aspek 
hukum (pidana), sarana penal melalui pidana penjara terhadap pelaku 
merupakan obat yang dirasa masih ampuh terhadap tindak pidana lainnya, 
akan tetapi apakah untuk kecelakaan lalu lintas sanksi pidana penjara ini 
masih ampuh sebagai upaya prefentiv ? Menurut penulis hal ini memerlukan 




treatment untuk mengatasi permasalahan kecelakaan lalu lintas tanpa harus 
melalui sarana penal (pidana).  
Secara formil (hukum acara pidana), tentunya penyelesaian 
kecelakaan lalu lintas didasarkan pada ketentuan-ketentuan penanganan dan 
penyelasaian tindak pidana pada umumnya, yaitu melalu tahap Penyidikan, 
Penuntutan, Pemeriksaan di Persidangan dan pelaksanaan putusan. Akan 
tetapi dalam beberapa hal, terkadang tindak pidana kecelakaan lalu lintas 
penyelesaiannya tidak melalui proses pidana pada umumnya kejahatan biasa. 
Terkadang dalam praktek, tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering selesai 
pada tahap Penyidikan (di Kepolisian). 
Melihat hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih 
mendalam mengenai Dasar Hukum Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif 
Penyelesaian Di Luar Peradilan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. 
 
B. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan penulis teliti meliputi : 
1. Bagimanakah ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas ? 
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu 
lintas di wilayah hukum Polres Tegal Kota ? 
C. Tujuan penelitian 




1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas; 
2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu 
lintas di wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
 
D. Manfaat  Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis 
dan praktis. 
1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mempunyai konstribusi 
dalam pembaharuan hukum pidana, baik hukum pidana materiel maupun 
hukum pidana formil khususnya terkait dengan masalah Pembaharuan R 
KUHAP; 
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk 
Satuan Lalu Lintas Polres Tegal Kota dalam mengambil strategi dan 
upaya yang sistematis untuk menanggulangi permasalahan laka lantas di 
wilayah hukum Polres Tegal Kota. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian ataupun tulisan yang terkait dengan penulisan skripsi ini 
adalah  sebagai berikut :  
1. Mas’ud L judul Tesis, Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar 




Negeri Makassar 2019, Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk 
mengetahui tindak pidana khususnya kecelakan lalulintas tidak semua 
harus diselesaikan melalui jalur pengadilan (ii) Untuk mengetahui 
pertimbangan kepolisian dalam memediasi pelaku dan korban kecelakaan 
serta mengetahui apakah cara penyelesaian diluar pengadilan berjalan 
dengan baik (iii) Cara atau metode yang dilakukan petugas (Polisi lalu 
lintas) untuk menyelesaikan kasus kecelakan lalulintas diluar Pengadilan. 
Penelitian ini adalah penelitian menggunakan deskirtif kualitatif. Metode 
pengumpulan data melalui, wawancara dan dokumentasi serta analisis 
data yang dilakukan melalui reduksi data, display data dan verifikasi 
data. Hasil penelitian menunjukkan (i) Penyelesaian kecelekaan lalulintas 
diluar pengadilan oleh kepolisian merupakan kecelakaan ringan namun 
tidak mengakibatkan luka berat bahkan sampai menghilangkan nyawa 
seseorang. (ii) Penyelesaian kecelakaan lalulintas diluar pengadilan oleh 
kepolisian dianggap lebih baik dan lebih epektif karna memiliki proses 
yang lebih singkat. (iii) Cara penyelesaian diluar pengadilan adalah P21, 
SP3, Diversi, ADR. 
2. Subekti, Lushiana Primasari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
2014, judul penelitian Model Penyelesaian  Perkara Kecelakaan Lalu 
Lintas (Studi Kasus  Di Kepolisian Daerah Jawa tengah), Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian perkara lalu lintas yakni 
melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi serta 




atau mediasi. Ditinjau dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum 
sosiologis dengan mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 
Data yang digunakan primer dan sekunder. Sebagai bahan penelitian 
adalah polisi di Satuan lalu lintas Kepolisian Daerah JawaTengah dan 
berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Satuan Lalu Lintas 
Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara 
kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, 
luka ringan maupun kerugian material menggunakan model penyelesaian 
melalui jalur hukum, tidak pernah menggunakan mediasi. Perkara 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan 
berita acara pemeriksaan biasa, sedangkan yang mengakibatkan luka 
berat, ringan dan kerugian material digunakan berita acara pemeriksaan 
cepat. 
3. Akmal, Prija Djatmika, Ismail Navianto, judul penelitian Mediasi Penal 
Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara  Pada Tindak Pidana Kecelakaan 
Lalu Lintas  Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres 
Jember), 2015, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya. Penelitian mengenai mediasi penal pada 
kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Polres 
Jember bertujuan untuk mengetahui mekanisme mediasi penal serta 
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan 




berikut: Mekanisme mediasi penal dilakukan sebagai berikut: dapat 
dilakukan pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material 
dan luka fisik ringan, adanya kesepakatan bersama kedua pihak, adanya 
pernyataan tidak menuntut dari korban, dan penyidik melakukan gelar 
perkara terhadap kasus yang telah diselesaikan melalui mediasi penal 
tersebut. Sedangkan hambatannya antara lain: a) faktor internal, yakni: 
penyidik ragu menerapkan mediasi penal karena belum ada payung 
hukum serta SOP serta belum ada pemahaman yang sama terkait 
penerapan mediasi penal; b) faktor eksternal, yakni: korban tidak 
bersedia dilakukan mediasi penal, tersangka tidak kooperatif, dan tidak 
tercapainya kesepakatan para pihak. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan 
istilah penelitian hukum kepustakaan yaitu cara yang dipergunakan di 
dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka yang ada2. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah 
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma 
hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. 
                                                 
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, 




Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 
ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)3. 
 
2. Pendekatan penelitian 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-
macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian 
hukum adalah:4 
1) Pendekatan undang-undang (statute approach) 
2) Pendekatan kasus (case approach) 
3) Pendekatan historis (historical approach) 
4) Pendekatan komparatif (comparative approach) 
5) Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan 
undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani5. Pendekatan 
kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
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berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan6. 
3. Sumber data 
Penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang 
merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia 
atau milik pribadi peneliti.  
Data sekunder ini meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
bahan tertier. 
a) Bahan hukum primer. 
Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan 
bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. 
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undngan dan 
putusan-putusan hakim.7  
Berdasarkan pendapat peter Mahmud Marzuki di atas, maka dapat 
diketahui bahwa bahan hukum primer merupakan segala produk 
perundang-undangan dan keputusan hakim yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
bahan hukum primer sebagai berikut : 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lali Lintas dan Angkutan Jalan.  
b) Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.8  
Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan disini adalah :  
1) Buku-buku teks; 
2) Jurnal-jurnal hukum; 
4. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini, penulis 
menggunakan cara studi pustaka yaitu meneliti teori-teori hukum 
khususnya hukum pidana serta literatur-literatur ilmu hukum lainnya yang 
terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Disamping telaah pustaka, 
                                                 




dalam penelitian ini juga, penulis melakukan pengumpulan bahan dengan 
cara studi dokumentasi perundang-undangan. 
5. Metode Analisa Data  
Bahan penelitian penulis olah secara kualifikasi dan generalisasi, 
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis hukum, yaitu 
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan teori hukum 
pidana; teori pertanggungjawaban pidana dan hukum positif untuk 
memperoleh preskripsi (solusi) terhadap permasalahan pihak serta sistem 
pertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana kecelakaan lalu 
lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 
G. Sistimatika Penulisan 
Sistimatika penulisan Skripsi ini sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, yaitu : Latar belakang masalah; Perumusan 
masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan penelitian; Metode penelitian; 
Sistimatika penulisan. 
Bab II tentang : Tinjauan Konseptual yaitu mengenai : Sejarah 
hukum pengaturan lalu lintas; Visi dan misi pengaturan lalu lintas; Tujuan 
hukum pengaturan lalu lintas; Hak-hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas; 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu : Ketentuan hukum 
dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas; Landasan hukum 
penerapan alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di 
wilayah hukum Polres Tegal Kota. 








A. Sejarah Peraturan-Peraturan Lalu Lintas 
Tujuan untuk melakukan tinjauan historis terhadap peraturan-
peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku di Indonesia, salah 
satunya, adalah untuk menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas dan angkutan 
jalan sudah dianggap penting sejak dahulu, bahkan ketika masalah lalu lintas 
tersebut belum begitu rumit dan komplek seperti sekarang ini. Di samping itu, 
tinjauan historis ini juga bermaksud untuk melihat berlangsungnya proses 
introduksi dan perkembangan suatu sistem hukum asing ke dalam suatu tata 
kehidupan dan tata hukum bangsa Indonesia yang otonom.12 
Peraturan-peraturan lalu lintas yang akan ditinjau tidak meliputi 
peraturan lalu lintas di udara, di dalam maupun di atas air, juga tidak meliputi 
lalu lintas di atas rel. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan ini begitu penting 
karena menyangkut gerak dinamika manusia dan masyarakat di jalan, baik 
menggunakan maupun tidak menggunakan modal transportasi. 
Semula pada jaman penjajahan Belanda berlaku Rijwielreglemen (S. 
1910 Nomor 465) dan Motorreglement (S. 1917 Nomor 73). Dalam 
perkembangannya kedua peraturan itu dinyatakan tidak berlaku oleh suatu 
peraturan baru yang disebut Wegverkeersordonantie, Regeling van het 
Verkeer op de Opebnare Wegen (Ordonansi tertanggal 23 Pebruari 1933, S. 
1933 Nomor 86 jo. 249, yang mulai berlaku tanggal 1 September 1933). 
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Wegverkeersordonantie atau WVO tersebut kemudian dirubah dan ditambah 
dengan S. 1938 Nomor 657 dan S. 1940 Nomor 72, serta yang terakhir diubah 
dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Lalu 
Lintas Jalan, Lembaran Negara 1951 Nomor 42, tertanggal 30 Juni 1951). 
WVO tersebut mempunyai beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu : 
1. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan yang merupakan peraturan 
pemerintah tertanggal 15 Agustus 1936 (Lembaran Negara Nomor 451), 
untuk melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan sebagaimana yang 
telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
28 tertanggal 1 Juli 1951 (Lembaran Negara Nomor 47). 
2. Penetapan Lalu Lintas Jalan Perhubungan, yakni Surat Keputusan Direktur 
Perhubungan dan Pengairan tertanggal 26 September 1936 Nomor w. 
1/9/2, Lembaran Tambahan Nomor 13699, sebagaimana telah diubah dan 
ditambah terakhir dengan Penetapan Menteri Perhubungan tertanggal 1 
Juli 1951 no. 2441/Ment, Lembaran/Tambahan Nomor 144. 
3. Penetapan Lalu Lintas Jalan Dalam Negeri, yaitu berupa Surat Keputusan 
Direktorat Pemerintah Dalam Negeri, tertanggal 8 Oktober 1936 no. Pol. 
35/6/1, Lembaran Tambahan Nomor 13700, sebagaimana telah ditambah 
dan diubah dengan Surat Keputusan tertanggal 29 Desember 1938 No. Pol. 
35/8/16, Lembaran Tambahan Nomor 14137. 
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Lalu Lintas Jalan 
tersebut merupakan peraturan yang berisi pokok-pokok dari masalah lalu 




ketentuan umum yang berisi pengertian tentang komponen-komponen pokok 
dibidang lalu lintas jalan. Undang-undang tersebut memuat hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Peraturan untuk semua pemakai jalan ; 
2. Perlombaan jalan dan pacuan ; 
3. Peraturan mengenai pengemudi ; 
4. Peraturan-peraturan bagi pemilik dan pemegang kendaraan ; 
5. Nomor kendaraan bermotor ; 
6. Nomor kendaraan lain ; 
7. Kemampuan untuk mengemudikan kendaraan bermotor ; 
8. Waktu dinas dan waktu istirahat pengemudi kendaraan bermotor ; 
9. Pemeriksaan kendaraan bermotor ; 
10. Pemeriksaan kendaraan lain ; 
11. Kendaraan umum ; 
12. Pengangkutan penumpang dengan mobil bis umum dan mobil 
penumpang umum ; 
13. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor ; 
14. Penetapan mengenai jalan ; 
15. Panitia lalu lintas jalan ; 
Sedangkan peraturan pemerintah tentang lalu lintas jalan, yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 
tentang Lalu Lintas Jalan, lebih memerinci isi ketentuan-ketentuan dalam 




1. Peraturan-peraturan tentang orang-orang yang berjalan kaki ; 
2. Peraturan-peraturan tentang pengemudi kendaraan ; 
3. Kecepatan maksimal ; 
4. Perlombaan jalan dan pacuan ; 
5. Pemberian tanda dan penerangan, bentuk dan perlengkapannya ; 
6. Ukuran dan muatan kendaraan ; 
7. Aturan-aturan bagi penumpang dan pegawai mobil bis ; 
8. Memasang, menggandeng atau menempelkan kendaraan ; 
9. Hewan di jalan ; 
10. Nomor kendaraan bermotor ; 
11. Nomor kendaraan lain ; 
12. Kecakapan untuk mengemudikan kendaraan bermotor ; 
13. Waktu dinas dan istirahat bagi pengemudi kendaraan bermotor ; 
14. Pemeriksaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan; 
15. Kendaran umum ; 
16. Pengangkutan orang dengan mobil bis dan mobil penumpang umum ; 
17. Pengangkutan barang dengan kendaran bermotor ; 
18. Penetapan mengenai jalan ; 
19. Aturan-aturan hukuman ; 
20. Aturan-aturan pengecualian ; 
21. Statistik. 
Dalam perkembanganya, peraturan perundang-undanga yang 




Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta 
beberapa peraturan pelaksanaannya, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan dan perkembangan jaman. Berkaitan dengan itu, maka pada Tahun 
1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992  tentang Lalu 
Lintas dan Anggutan Jalan untuk menggantikan undang-undang yang lama.  
Adapun pokok-pokok dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup ketentuan – ketentuan 
sebagai berikut: 
1. Asas dan tujuan  
2. Pembinaan 
3. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan  
4. Kendaraan  
5. Pengemudi  
6. Lalu lintas  
7. Angkutan  
8. Lalu lintas dan angkutan bagi penderita cacat  
9. Dampak lingkungan  
10. Penyerahan urusan  
11. Penyidikan  
12. Ketentuan pidana  
13. Ketentuan lain-lain  




Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan merupakan pokok dari peraturan-peraturan lalu lintas dan 
anggutan jalan, oleh karena itu harus menjadi dasar dan acuan bagi peraturan-
peraturan pelaksanaannya. Menurut undang-undang tersebut, unsur-unsur 
pokok dari lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari : 
1. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 
2. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan 
menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud 
simpul jaringan transportasi. 
3. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari 
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknik yang berada pada kendaraan itu. 
5. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa 
angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. 
6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
7. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang 
menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang. 
Sama seperti peraturan-peraturan yang lama, ketentuan-ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 




keharusan dan larangan-larangan bagi pengemudi, disertai dengan ancaman 
sanksi pidana. Dalam hal ini perlu disinggung lebih lanjut mengenai ketentuan 
pidana di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang secara menyolok 
berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 mengancamkan sanksi 
pidana kurangan maksimal 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 
terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan pidana dendanya bervariasi antara 
Rp. 250.000 sampai Rp. 12 juta. Adapun pelanggaran yang diancam dengan 
sanksi pidana tersebut meliputi : 
1. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak sesuai dengan 
peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan, atau 
tidak sesuai dengan kelas jalan. 
2. Memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan 
khusus yang akan diperasionalkan di dalam negeri, yang tidak sesuai 
dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan lain 
jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan. 
3. Mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan 
dan kendaraan khusus tanpa dilengkapi tanda lulus uji. 
4. Mengemudikan kendaraan yang tidak memiliki tanda bukti lulus uji. 
5. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan. 





7. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan 
keselamatan. 
8. Mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan SIM 
atau tidak memiliki SIM. 
9. Mengemudian kendaraan bermotor dalam keadaan tidak mampu 
mengemudikan kendaraan secara wajar. 
10. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki. 
11. Melanggar ketentuan-ketentuan mengenai rambu-rambu, marka jalan, alat 
pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parker, 
peringatan dengan bunyi atau sinar, kecepatan maksimum/minimum, tata 
cara penggandengan dan penempelan.    
12. Tidak menggunakan sabuk keselamatan atau tidak memakai helm. 
13. Menggunakan jalan di luar fungsinya atau menyelenggarakan kegiatan 
dengan memakai jalan tanpa ijin. 
14. Meninggalkan kecelakaan tanpa melapor. 
15. Tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang dipakai sebagai 
kendaraan umum. 
16. Tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan 
terhadap risiko kecelakaan. 





18. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan 
ambang batas emisi gas buang atau tingkatan kebisingan. 
Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap sudah tidak memadahi 
perkembangan kebutuhan transportasi, oleh karenanya, pada Tahun 2009, 
Pemerintah mengeluarkan produk hukum baru yang mengatur mengenai lalu 
lintas dan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
Untuk mengetahui ide dasar adanya pembaharuan dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
penulis akan menganalisis hal ini berdasarkan pada konsideran yang ada di 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa : 
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 
upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi 
nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan 




Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 
pengembangan wilayah;  
3. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 
akuntabilitas penyelenggaraan negara;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan 
strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. 
Ide dasar pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, merupakan suatu upaya untuk 
mengimplementasikan tujuan dan fungsi hukum.  
Tujuan dan fungsi hukum secara singkat penulis melihat bahwa 
tujuan hukum adalah untuk memberi suatu kepastian, memberikan manfaat 
serta mewujudkan keadilan, maka hukum berfungsi untuk memandu agar 
adanya keteraturan dimasyarakat sehingga tujuan hukum itu bisa tercapai.  
Kaitannya dengan tujuan dan fungsi hukum dalam pembaharuan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentanng Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yaitu, didasarkan pada suatu fakta, bahwa negara Kesatuan Republik 
Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu 




dua samudera, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan 
strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi 
nasional guna memperkukuh ketahanan nasional, serta menciptakan ketertiban 
dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai 
bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus 
dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, 
kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka 
mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.  
Oleh karenya, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) 
sebagai berikut:  
1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang 
bertanggung jawab di bidang Jalan;  
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 




3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 
industri;  
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 
teknologi;  
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan 
Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Manajemen Operasional 
dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.13  
 
Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas 
dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan 
efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.  
Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan 
pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan 
terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya 
                                                 





sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan 
pelaksanaannya. Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam 
Undang-Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan 
lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, 
mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta 
mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga 
mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.14  
Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan 
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui 
upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak 
usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Dalam 
Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu 
kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya15.  
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis 
global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam 
persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang 
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mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan 
akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang 
visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Undang-Undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan 
secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan 
(stakeholders) lainnya.  
Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-
Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc 
yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi 
setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka 
menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta 
meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan 
koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam 
merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, 
penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.16  
Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan 
angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar 
                                                 





hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya 
digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 
jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, 
akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi 
Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh 
dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah 
berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara 
memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, 
produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan. Untuk menekan angka 
Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan 
diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya 
pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan 
tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan 
penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan 
dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan 
prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang 




Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana 
Lalu Lintas.17  
Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui 
perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih 
tegas. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi 
penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang 
sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa 
pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi 
aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Untuk meningkatkan 
pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu 
lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya Sistem 
Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung 
oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
terpadu. Pengelolaan.18  
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai 
operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu lintas dan Angkutan 
Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data. Undang-
Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem 
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Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran 
pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi 
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta 
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL). Dalam rangka memajukan usaha di 
bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci 
ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan 
agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan 
internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah 
Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan 
perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk menjamin 
terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi 
standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan 
teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor 
yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan 
pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala19.  
Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-
Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin 
tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau 
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaanya Pemerintah 
dapat melibatkan swasta. Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan 
                                                 





penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 
perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Untuk menangani masalah 
Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi 
para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, 
dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, 
dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka 
menengah, dan jangka panjang.20  
Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan 
dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan tugas 
dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka 
melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).21  
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih 
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tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana 
kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran 
berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih 
berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku 
pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.  
Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
diatur juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi 
perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, 
pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif 
diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam 
rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem 
penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian insentif 
bagi petugas yang berprestasi.  
Penegakkan hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dioperasionalkan oleh 
Kepolisian atau oleh Dinas Perhubungan yang diberi wewenang khusus dan 
bahkan dalam hal tertentu penegakan hukum lalu lintas ini dapat dilakukan 
secara bersama-sama oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan yang diberi 
wewenang khusus. 
Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 259 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagai berikut : 




a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
menurut Undang-Undang ini.  
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :  
a. Penyidik;  
b. Penyidik Pembantu. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, maka dapat diketahui 
Penyidikan tindak pidana lalu lintas ini dilakukan oleh Penyidik POLRI dan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus.  
Undang-undang Lalu Lintas tidak menjelaskan mengenai yang 
dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus. Menurut hemat penulis Penyidik Pegawai negeri Sipil 
(PPNS) yang diberi wewenang khusus yaitu Departemen Perhubungan Dinas 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). 
Dalam hal melaksanakan Penyidikan, Penyidik Polri tunduk 
terhadap 2 (dua) ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 itu sendiri. Sehingga tugas dan kewenangan Penyidik 
Polri dalam penegakan hukum lalu lintas ini selain kewenangan sebagaimana 




Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 260 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut. 
(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan berwenang : 
a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita 
sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan 
berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan; 
b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan 
Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, 
dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;  
d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan 
Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat 
Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai 




e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau 
kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;  
g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;  
h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan 
Lalu Lintas;  
i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.  
(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam 
penegakkan hukum lalu lintas menurut ketentuan Pasal 261 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 adalah : 
a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan 
Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan 
peralatan khusus;  
b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang 




c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi 
Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; 
d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;  
e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau 
Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik 
jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; 
f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin 
penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani 
berita acara pemeriksaan.  
 
Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
tersebut di atas, mempunyai “yurisdiksi” pelaksanaannya yaitu diterminal 
dan/atau ditempat alat penimbangan. Pelaksanaan kewenangan PPNS dapat 
dilakukan dijalan, dengan catatan wajib berkordinasi dengan Petugas Polri dan 
harus pula didampingi petugas Polri. (Ketentuan Pasal 261 ayat (2) dan       
ayat (3). 
Ketentuan Pasal 261 ayat (2) dan ayat (3) di atas, ditentukan kembali 




(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan 
pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
B. Tugas dan Kewenangan Polri dalam Perkara Pidana 
Dalam penegakkan hukum (pidana) Polisi merupakan institusi yang 
sangat menetukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat 
dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan institusi pertama yang 
menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat 
adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. 




perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak 
pidana. 
Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana 
akan melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri, bekerja dalam kerangka sistematik yaitu tindakan badan yang satu 
akan berpengaruh pada badan yang lainnya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan:  
“instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang 
dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian 
itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya 
memberi peringatan pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan 
tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu 
sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula 
keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka 
pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka 
penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut “crime control” 
suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-
tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.22 
 
Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan 
dari publik mana-kala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang 
                                                 




memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan 
kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat 
dalam proses peradilan pidana, kemudian Kejaksaan membuat suatu dakwaan 
atau tuntutan yang akan disampaikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan 
dan masih terus berlanjut sampai betul-betul semua pihak menerima semua 
putusannya. 
Berdasarkan pada uraian di atas, jelas terlihat jika Polisi merupakan 
ujung tombak dalam penegakkan hukum, hasil dari Polisi ini baru kemudian 
diproses oleh istitusi lainnya. Dalam penegakkan hukum, bisa dikatakan juga 
bila pekerjaan polisi (yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan 
penyidikan), akan dinilai oleh institusi lain yaitu pertama oleh Kejaksaan 
yang akan menentukan apakah hasil dari suatu penyidikan sudah layak untuk 
diajukan ke Pengadilan atau belum.  
Berkaitan dengan penegakkan hukum pidana, langkah dan gerak Polisi 
dibatasi oleh seperangkat aturan hukum pidana, yang secara prinsip melarang 
dipergunakannya cara-cara kekerasan dalam menangani tersangka pelaku 
kejahatan.28 Disamping itu juga adanya ketentuan mengenai tugas dan 
kewenangan Polisi dalam penanganan suatu perkara pidana untuk 
menyelamatkan Polisi/petugas itu sendiri dari tindakan-tindakan yang 
berlebihan, juga sebagai instrumen untuk memandu dalam pelaksanaan 
pekerjaannya. 
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Tugas dan kewenangan Kepolisian dalam penegakkan hukum pidana, 
secara yuridis ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Tugas Polisi Republik Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 
tugas pokok dan tugas Polisi dalam bertugas. Hal ini sebagaimana ditentukan 
di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Republik Indonesia, tugas pokok Polisi Republik Indonesia yaitu :  
a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  
b) Menegakkan hukum;  
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, 
ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok 
mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan 
lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut 
dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.  
Dalam melaksanakan tugas pokok ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 
14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, maka Polisi Republik Indonesia bertugas  
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 




2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan;  
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa;  
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya; 
Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum 
diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan 
terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap 




penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing.24 
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian;  
Sesuai dengan Penjelasannya, penyelenggaraan identifikasi kepolisian 
dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan 
pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi 
lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Adapun kedokteran 
kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi 
forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas kepolisian. 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia;  
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  
                                                 




12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
 
Dalam rangka menyelenggarakan tugas ini, maka Pasal 15 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia secara umum POLRI berwenang untuk : 
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketertiban umum;  
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat;  
Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan 
pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, 
pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan 
pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi 
bersama instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  
Di dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan "aliran" adalah 
semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan 




5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif kepolisian;  
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;  
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang;  
9. Mencari keterangan dan barang bukti;  
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;  
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan 
masyarakat;  
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
 
Bentuk kewenangan lainnya yang dapat dilakukan oleh Polisi yaitu 
ditentukan di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 




1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat lainnya; 
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;  
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 
peledak, dan senjata tajam;  
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 
badan usaha di bidang jasa pengamanan;  
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 
dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  
8.  Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 
dan memberantas kejahatan internasional;  
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 
yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 
internasional;  






Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka 
menyelenggarakan tugas pokok dan pelaksanaan tugas (bertugas), maka Polisi 
Republik Indonesia berwenang :  
1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;  
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik 
dalam rangka penyidikan;  
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri;  
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;  
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;  
8. Mengadakan penghentian penyidikan;  
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 




mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang 
disangka melakukan tindak pidana;  
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
 
Tindak lain yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tindakan 
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-sayarat : 
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan;  
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  
5. Menghormati hak asasi manusia. (Pasal 16 ayat 2 UU Kepolisian) 
 
Menurut Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002, menentukan bahwa Pejabat 




seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat 
yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan : 
1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 
menurut penilaiannya sendiri. 
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
3. Ketentuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat 
Polisi Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan 
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi 
hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.  
 
Dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang Polisi, maka Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) telah menempatkan kedudukan Polisi sebagai penyidik tunggal, dalam arti 
bahwa dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana hanya Polisi Negara – lah 





Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana membedakan pengertian antara penyidik dan penyelidikan. 
Disamping adanya perbedaan pengertian tersebut, antara penyelidik dan penyidik 
terdapat pula kewenangannya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur di 
dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Acara 
Pidana.  
a. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang untuk :  
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 
2. Mencari keterangan dan barang bukti; 
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan 
tindakan berupa : 
1. Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, 
penggeledahan dan penyitaan; 
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 





Setelah penyelidik selesai melaksanakan kewenangan sebagaimana 
tersebut di atas, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaannya kepada penyidik. 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sedangkan wewenang 
penyidik, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum 
Acara Pidana yaitu : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka; 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi. 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 





Berdasarkan pada uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, maka 
terlihat Polisi mempunyai peran yang cukup tinggi dalam penegakkan hukum 
pidana. oleh karena itu, Polisi mempunyai seperangkat tugas dan kewenangan 
yang tidak dimiliki oleh istitusi lain dalam sub sistem peradilan pidana 
(Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat).  
Di Indonesia yang mendasari sub sistem-sub sistem, peran lembaga 
kepolisian sebagai penyidik dalam rangka penegakan hukum, maka penulis 
akan memaparkan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, 
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka peradilan pidana Indonesia didasarkan 
pada undang-undang tersebut, yang prosesnya dibagi dalam empat bagian, 
yaitu:  Tahap pertama adalah proses pemeriksaan pendahuluan, meliputi 
penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan dengan penangkapan dan 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Tahap kedua, adalah penuntunan 
dan tahap ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan, serta keempat adalah 
proses pelaksanaan putusan pengadilan.  
C. Ketentuan Pidana kecelakaan lalu lintas berdsarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Pertanggungjawaban pidana adalah proses yang dilalui seseorang 
sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Perbuatan itu dapat berupa kesengajaan (opzet) maupun kealpaan (culpa). 




bersifat formal, yang disebut dengan delik formal. Selain itu, perbuatan 
pidana dapat juga dibedakan dengan kreteria bahwa harus ada suatu akibat 
(result) dari suatu perbuatan yang dilakukan (action), yang bisa disebut 
dengan hubungan kausal pidana. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dua 
bentuk, yaitu kesalahan dengan kesengajaan dan kesalahan dengan kealpaan. 
Secara konseptual di dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) persoalan 
mendasar, yaitu : (a). Perbuatan; (b). yang melakukan perbuatan; (c). Pidana.  
Bertitik-tolak dari 3 (tiga) konsep mendasar dalam hukum pidana di 
atas, maka dalam urian ini penulis pembahasannya akan fokus pada :  
1. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana atas adanya 
pelanggaran larangan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009; dan 
2. Pertanggungjawaban atas adanya perbuatan yang dilarang tersebut, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 
Untuk mengetahui hal di atas, berikut ini penulis deskripsikan dalam 
bentuk tabel sebagai berikut. 
 
TABEL 2 
KETENTUAN HUKUM PIDANA 
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 
Ketentuan 
Pasal 






Tidak dengan segera dan patut memperbaiki 
Jalan yang rusak yang mengakibatkan 





penjara paling lama 
6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak 
Rp12.000.000,00 
(dua belas juta 
rupiah). 
(Pasal 273 ayat (2) dan Pasal 273 ayat (3) merupakan pemberatan dari tindak pidana sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 273 ayat (1), yaitu dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dan dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus 




Tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan 
yang rusak dan belum diperbaiki 
Penyelenggara 
Jalan 
pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling 
banyak 
Rp1.500.000,00 (satu 
juta lima ratus ribu 
rupiah). 
Pasal 274 
Melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan 
Setiap orang 
Pidana penjara 
paling lama 1 (satu) 










Melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, 
Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu 
Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat 




paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, 
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas 
Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna 
Jalan sehingga tidak berfungsi. 
Setiap orang 
Dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling 
banyak 
Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta 
rupiah). 
Pasal 276 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum 




paling lama 1 (satu) 






ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 277 
Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta 
gandengan, dan kereta tempelan ke dalam 
wilayah Republik Indonesia, membuat, 
merakit, atau memodifikasi Kendaraan 
Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, 
kereta gandengan, kereta tempelan, dan 
kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam 




pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling 
banyak 
Rp24.000.000,00 
(dua puluh empat 
juta rupiah). 
Pasal 278 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 
empat atau lebih di Jalan yang tidak 
dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban 
cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, 
pembuka roda, dan peralatan pertolongan 




paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 279 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang dipasangi perlengkapan yang dapat 




paling lama 2 (dua) 






ratus ribu rupiah). 
Pasal 280 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 281 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 




paling lama 4 
(empat) bulan atau 




Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh 






paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 




secara tidak wajar dan melakukan kegiatan 
lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang 
mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 
mengemudi di Jalan 
pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp750.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 284 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan 
tidak mengutamakan keselamatan Pejalan 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 285 
ayat (1) 
Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang 
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik 
jalan yang meliputi kaca spion, klakson, 
lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk 
arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur 




paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 
empat atau lebih di Jalan yang tidak 








kaca spion, klakson, lampu utama, lampu 
mundur, lampu tanda batas dimensi badan 
kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, 
lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, 
alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, 
kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, 
penempelan, atau penghapus kaca 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 286 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 
empat atau lebih di Jalan yang tidak 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 287 
ayat (1) 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 287 
ayat (2) 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan 





paling lama 2 (dua) 






ratus ribu rupiah). 
Pasal 287 
ayat (3) 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 




paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar ketentuan mengenai 
penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan 
yang menggunakan alat peringatan dengan 




paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan batas kecepatan paling 




paling lama 2 (dua) 






ratus ribu rupiah). 
Pasal 287 
ayat (6) 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan tata cara 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda 
coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 288 
ayat (2) 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin 










paling lama 1 (satu) 
bulan dan/atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 




ayat (3) mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, 
dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi 
dengan surat keterangan uji berkala dan tanda 
lulus uji berkala 
pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 289 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau 
Penumpang yang duduk di samping 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 290 
Mengemudikan dan menumpang Kendaraan 
Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak 
dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Mengemudikan Sepeda Motor tidak 








bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Mengemudikan Sepeda Motor yang 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 292 
Mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta 
samping yang mengangkut Penumpang lebih 




paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 




Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada malam 




paling lama 1 (satu) 










Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa 




paling lama 15 (lima 
belas) hari atau 
denda paling banyak 
Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah). 
Pasal 294 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
akan membelok atau berbalik arah, tanpa 
memberikan isyarat dengan lampu penunjuk 




paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 295 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
akan berpindah lajur atau bergerak ke samping 




paling lama 1 (satu) 






ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 296 
Mengemudikan kendaraan bermotor pada 
perlintasan antara kereta api dan Jalan yang 
tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, 
palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, 




paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp750.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 297 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor 




paling lama 1 (satu) 





Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
tidak memasang segitiga pengaman, lampu 
isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain 
pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 




dengan sengaja berpegang pada Kendaraan 
Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda 
yang dapat membahayakan Pengguna Jalan 
lain, dan/atau menggunakan jalur jalan 
kendaraan 
pidana kurungan 
paling lama 15 (lima 
belas) hari atau 
denda paling banyak 
Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah). 
Pasal 300 
Tidak menggunakan lajur yang telah 
ditentukan atau tidak menggunakan lajur 
paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau 
mengubah arah; 
Tidak memberhentikan kendaraannya selama 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 301 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor 
angkutan barang yang tidak menggunakan 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 302 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum 
angkutan orang yang tidak berhenti selain di 








menurunkan penumpang selain di tempat 
pemberhentian, atau melewati jaringan jalan 
selain yang ditentukan dalam izin trayek 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 303 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 304 
Mengemudikan Kendaraan angkutan orang 
dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau 
menurunkan Penumpang lain di sepanjang 
perjalanan atau menggunakan Kendaraan 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 305 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
mengangkut barang khusus yang tidak 
memenuhi ketentuan tentang persyaratan 




paling lama 2 (dua) 




bongkar dan muat, waktu operasi dan 
rekomendasi dari instansi terkait 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 306 
Mengemudikan kendaraan angkutan barang 





paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 307 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor 
Angkutan Umum Barang yang tidak 
mematuhi ketentuan mengenai tata cara 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 308 
Mengemudikan kenaraan bermotor : 
a. tidak 
memiliki izin menyelenggarakan 
angkutan orang dalam trayek; 
b. tidak 




paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp500.000,00 (lima 




angkutan orang tidak dalam trayek; 
c. tidak 
memiliki izin menyelenggarakan 
angkutan barang khusus dan alat berat; 
d. menyimpang 
dari izin yang ditentukan. 
Pasal 309 
Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya 
untuk penggantian kerugian yang diderita oleh 





paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp1.500.000,00 (satu 




Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang 
Setiap orang 
Dipidana dengan 
pidana penjara paling 







Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
Setiap orang 
Dipidana dengan 
pidana penjara paling 












Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan 




pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun 
dan/atau pidana 
denda paling banyak 
Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
Pasal 311 
Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan 
Bermotor dengan cara atau keadaan yang 
membahayakan bagi nyawa atau barang 
Setiap orang 
Dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 





Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan 
sengaja tidak menghentikan kendaraannya, 
tidak memberikan pertolongan, atau tidak 
melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada 




pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling 
banyak 
Rp75.000.000,00 











paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda 
paling banyak 
Rp1.500.000,00 (satu 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 
Berbicara tentang penyelesaian suatu perkara pidana, maka hal ini 
menunjukkan pada inventarisasi perundang-undangan yang 
menentukan/mengatur mengenai tata cara atau hukum acara yang sering 
disebut juga dengan istilah hukum pidana formil. 
Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai tata cara 
penegakkan atau penerapan hukum pidana materiil adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu prosedur 
dan cara-cara bagaimana aparat penegak hukum pidana melaksanakan tugas 
dan kewenangannya dalam proses peradilan pidana. 
Berdasarkan hal di atas, tampak disini jika KUHAP merupakan 
induk dari hukum acara pidana (hukum formil), walaupun tidak menutup 
kemungkinan prosedur dalam beracara disini ditentukan pula di dalam 
perundang-undangan yang bersifat sektoral yaitu undang-undang yang 
mengatur salah satu bidang tertentu. 
Demikian halnya dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, aparat 
penegak hukum disamping tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang 
terdapat di dalam KUHAP, tunduk pula terhadap ketentuan yang ada di dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
Ketentuan mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas di dalam 
Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. 
Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu 
Lintas dengan cara :  
a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;  





c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;  
d. Mengolah tempat kejadian perkara;  
e. Mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;  
f. Mengamankan barang bukti; dan  
g. Melakukan penyidikan perkara. 
 
Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :  
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; 
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang;  
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.  
 
Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan Lalu 
Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas 
berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia 
atau luka berat. 
Di dalam Pasal 230 UU No. 22 Tahun 2009 ditentukan bahwa 
perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Ketentuan Pasal 230 UU No. 22 Tahun 2009 di atas, tidak 
terdapat penjelasan yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Namun menurut hemat penulis bahwa yang dimaksud dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan disini adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Berdsarkan pada ketentuan Pasal 230 UU No. 22 Tahun 2009 di 





berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Menurut Susilo Yuwono, proses penyelenggaraan administrasi 
perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
berjalan atas tahap-tahap : 
1. Penyelidikan dan/atau penyidikan; 
2. Penuntutan; 
3. Pemeriksaan sidang Pengadilan; 
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang 
bersangkutan); 
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap29. 
 
Tetapi ada juga pendapat yang membagi dalam  4 (empat) bagaian. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, misalnya, dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia prosesnya :   
1. Tahap pertama adalah proses pemeriksaan pendahuluan, meliputi 
penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan dengan penangkapan dan 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan; 
2. Tahap kedua, adalah penuntunan; 
3. Tahap ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan; 
4. Tahap keempat adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan.30  
 
Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian 
tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. pembagian 
                                                 
29 Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkaran Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur, 
(Bandung: Alumni, 2012), hlm, 29  





tugas dan wewenang ini menurut Susilo Yuwono, merupakan langkah untuk 
menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya 
masing-masing. Tetapi pembagian fungsi dan wewenangan dalam rangka 
acara pidana ini tidaklah bersifat pemidahan sehingga satu sama lain berdiri 
sendiri-sendiri. Melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan 
erat. Sehingga secara fungsional, penyelenggaraan acara pidana oleh badan-
badan pelaksana hukum marupakan satu sistem yang saling menunjang. 
Dalam seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada “kepastian hukum, 
kebenaran dan keadilan”.31    
Berdasar pada pendapat-pendapat di atas, penulis sependapat 
dengan Wirjono Prodjodikoro. Alasan penulis upaya hukum  sebagai tahapan 
pengelolaan perkara pidana masih merupakan lingkup dari pemeriksaan 
persidangan, dan hal ini masih bersifat relatif (sepanjang hal ini diminta oleh 
pihak yang bersangkutan). 
Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berawal 
dari tahap penyelidikan dan penyidikan pada tingkat Kepolisian, kemudian 
tahap Penuntutan di Kejaksaan, setelah itu tahap pemeriksaan di persidangan 
oleh Pengadilan, dan terakhir tahap pelaksanaan putusan Pengadilan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan. 
Dari ke empat tahap di atas, dalam penelitian ini penulis akan 
memfokuskan pada penyelesaian perkara pidana pada salah satu tahap yaitu 
tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. 
1. Penyelidikan 
Pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, diawali dengan 
adanya laporan atau pengaduan. Hal ini sebagaimana ditentukan di 
dalam Pasal 102 KUHAP sebagai berikut : 
(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau 
pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga 
                                                 





merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan 
penyelidikan yang diperlukan; 
(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah 
penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang 
diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada 
Pasal 5 ayat (1) huruf b; 
(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) 
dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan 
melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. 
 
Pada garis besarnya ketentuan Pasal 102 KUHAP di atas, 
memperlihatkan bahwa perkara pidana itu ada yang bersifat aduan dan 
tindak pidana bukan aduan/tindak pidana biasa. Sikap penyelidik 
terhadap kedua sifat pidana ini wajib segara melakukan tindakan artinya 
merespon atas aduan atau laporan dari si korban. Tenggat waktu 
penyelidik sejak menerima pengaduan atau laporan atas adanya 
peristiwa pidana melakukan tindakan/merespon laporan atau pengaduan 
tersebut, KUHAP tidak menentukannya. KUHAP hanya 
memerintahkan wajib segera, tapi yang jelas harus menunggu perintah 
dari penyidik. Hal ini berbeda dengan tertangkap tangan32 tanpa 
menunggu perintah dari penyidik-pun, penyelidik harus segera 
melakukan tindakan/sepontan mengambil tindakan apabila penyelidik 
tersebut melihat, menyaksikan suatu peristiwa yang patut diduga 
merupakan tindak pidana.   
                                                 
32 merujuk terhadap ketentuan Pasal 18, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 102, Pasal 111 
KUHAP, yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” ialah tertangkapnya seseorang : 
1. pada waktu sedang melakukan tindak pidana;  
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan; 
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; 
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut 





Tentang “laporan atau pengaduan”, ditentukan di dalam Pasal 
108 KUHAP sebagai berikut : 
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau 
menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak 
untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan 
atau penyidik baik lisan maupun tertulis; 
(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan 
umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu 
juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik; 
(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang 
mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak 
pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau 
penyidik; 
(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus 
ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu; 
(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat 
oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan 
penyidik; 
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau 
penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau 
pengaduan kepada yang bersangkutan. 
 
Ketentuan Pasal 108 KUHAP di atas, oleh Susilo Yuwono 
subjeknya dibagi dalam “yang berhak” dan “yang wajib” melaporkan 
atau mengadukan. Yang berhak melaporkan yaitu setiap orang yang 
mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa 





a. setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan 
umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik; 
b. setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya 
yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang 






Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 
tindakan kepada penyidik. Dalam ketentuan Pasal 106 KUHAP, 
penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang 
terjadinya suatu peritiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana 
wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. 
Penyidikan merujuk terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP 
adalah  
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
 
Dengan demikian, penyidikin adalah serangkaian tindakan penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan menemukan 
tersangkanya. Dengan barang bukti ini membuat jelas tindak pidana 
yang terjadi/yang dilakukan.  
Macam-macam penyidik menurut ketentuan Pasal 6 KUHAP adalah : 
(a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b). pejabat pegawai 
                                                 





negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang. 
Dalam penanganan suatu tindak pidana yang penyidikannya dilakukan 
oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), harus selalu koordinasi 
dengan petugas penyidik Polri. Hal ini sebagaimana ditentukan di 
dalam Pasal 107 KUHAP sebagai berikut : 
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 
ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut 
pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan 
yang diperlukan; 
(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada 
Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat 
untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada 
Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik 
tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a; 
(3) Dalam hal tindak pidana telah selesal disidik oleh penyidik 
tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan 
hasil penyidikannya kepada penuntut umtim melalui penyidik 
tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 
 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan suatu 
tindak pidana, penyelidik maupun penyidik mempunyai kewenangan 
melakukan upaya paksa34, seperti:  
a. Penangkapan 
Penangkapan adalah tindakan berupa pengekangan sementara waktu 
untuk paling lama satu hari (dua puluh empat jam) guna kepentingan 
pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun peradilan.  
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Persyaratan melakukan penangkapan adalah pada waktu penyidik akan 
melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat tugas dan 
memberikan surat perintah penangkapan yang didalamnya 
mencantumkan identitas tersangka diperiksa, yang tembusannya harus 
diberikan kepada keluarga tersangka. Perintah penangkapan hanya 
dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
b. Penahanan 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan 
penahanan  terhadap tersangka pelaku tindak pidana, merupakan 
pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu yaitu berupa 
tindakan penempatan tersangka/ terdakwa di tempat tertentu (di 
Rumah Tahanan Negara, di rumah tersangka/terdakwa atau di kota 
tempat tersangka/terdakwa tinggal). 
Jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan penyidik adalah 20 hari 
dan apabila pemeriksa belum selesai maka dapat diperpanjang oleh 
penuntut umum umtuk paling lama 40 hari. Dalam melakukan 
penahanan, penyidik wajib memberikan surat perintah penahanan yang 
mencantumkan identitas tersangka/terakwa dan menyebutkan alasan 
penahanan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan dan 
tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan tersebut, wajib 
diberikan kepada keluarganya.  
Persyaratan untuk melakukan penahanan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 21 KUHAP dapat dibagi menjadi: Syarat formil (Pasal 20 
ayat 4) yaitu: tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana 
penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), 
Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 
a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 25 dan Pasal 26 





Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 41, 42, 43 47 
dan 48   UU NO.9 Tahun 1976 tentang  Narkotika.  
Syarat materiil (Pasal 21 ayat 1) menyangkut adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri; akan 
merusak atau menghilangkan barang bukti; akan mengulangi tindak 
pidana35.  
c. Penggeledahan 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melaksanakan 
penggeledahan, baik penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian 
atau penggeledahan badan. 
Dalam hal melakukan penggeledahan rumah, penyidik harus mendapat 
ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin hak asasi 
seseorang atas rumah kediamannya, dan apabila yang melakukan 
penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas 
kepolisian yang diserahi tugas tersebut harus dapat menunjukkan 
selain surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri juga perintah tertulis dari 
penyidik. Setiap kali dilakukan penggeledahan rumah, harus 
disaksikan oleh dua saksi dalam hal tersangka atau penghuni 
penyetujuinya. Dalam hal tersangka atau penghuni menolak adanya 
penggeledahan rumah atau tidak hadir, maka harus disaksikan oleh 
Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi.  
Persyaratan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk melakukan 
penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya boleh 
dikesampingkan, apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin 
mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, namun 
penyidik wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 
guna mendapatkan persetujuan. Dalam hal penyidik melakukan 
penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, penyidik boleh 
                                                 





memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain sepanjang benda 
tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau 
diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.36 
Dalam hal tersangka tertangkap tangan, maka penyidik diperkenankan 
memasuki: 
1) Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 
2) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara 
keagamaan; 
3) Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. 
Selain itu Penyidik juga berwenang melakukan penggeledahan pakaian 
dan badan. Penggeledahan badan meliputi pula pemeriksaan rongga 
badan. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan 
rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada pejabat kesehatan. 
Penggeledahan badan atau pakaian tersebut bertujuan untuk mencari 
dan menyita benda-benda yang diduga keras berhubungan dengan 
tindak pidana yang bersangkutan diduga keras ada pada pakaian atau 
badan tersangka. 
d. Penyitaan 
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
Untuk melakukan penyitaan maka penyidik: 
1) Terlebih dahulu harus mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan 
Negeri, akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 
harus segera bertindak, dapat tanpa surat ijin tersebut dengan 
                                                 





kewajian segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna 
memperoleh persetujuannya; 
2) Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan 
penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga 
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain 
yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat 
atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan 
oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan 
pengangkutan, apabila barang-barang tersebut diperuntukkan bagi 
tersangka atau berasal dari padanya; 
3) Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu 
disita; 
4) Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda 
yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap 
surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal 
dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau 
jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. 
Terhadap penyitaan surat atau tulisan mereka berkewajiban 
merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah 
atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus ketua pengadilan 
negeri; 
5) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana 
benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan 
barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan 
dengan dua orang saksi; 
6) Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal 
dan ditanda tangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/ 





kemudian turunan berita acara tersebut disampaikan kepada atasan 
penyidik, orang/ keluarga yang barangnya disita dan kepala desa; 
7) Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya telah dicatat 
berat atau jumlah, ciri, sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, 
indentitas orang darimana benda itu disita, kemudian diberi lak dan 
cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik. Bagi benda yang 
tidak dapat dibungkus, catatan tersebut diatas ditulis diatas label 
yang tempelkan/dikaitan pada benda tersebut. 
Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari 
tindak pidana; 
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk melakukan persiapannya; 
3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 
4) Benda yang khusus dibuat atau yang untuk diperuntukkan 
melakukan tindak pidana; 
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan; 
6) Benda yang berada dalam sitaaan karena perkara perdata atau 
karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan atau peradilan, sepanjang mempunyai hubungan dengan 
tindak pidana yang dilakukan.37 
Benda yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan 
benda sitaan negara, atau jika belum ada penyimpanan benda sitaan 
tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian, kantor Kejaksaan 
                                                 





Negeri, kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan 
dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di 
tempat semula benda itu disita.  
Benda yang disita yang bersifat mudah rusak atau membahayakan atau 
biaya penyimpananya terlalu tinggi, maka atas persetujuan 
tersangka/keluarga dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik 
atau penuntut umum. Apabila dilelang maka uang hasil pelelangannya 
dipakai sebagai barang bukti. Terhadap benda sitaan yang bersifat 
terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan 
bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.   
e. Pemeriksaan Surat. 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan 
pemeriksaan surat dengan tata cara sebagai berikut: 
1) Dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak membuka, 
memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos 
dan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya yang 
dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan 
perkara pidana yang sedang diperiksa, dan untuk kepentingan ini 
dapat meminta agar surat tersebut diserahkan kepadanya dengan 
memberikan surat tanda terima38; 
2) Apabila surat tersebut sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat 
tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, 
maka surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan 
apabila tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu 
harus ditutup kembali dengan rapi dan segera diserahkan kepada 
kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
telekomunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang 
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berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan diberi tanggal, tanda 
tangan beserta identitas penyidik; 
3) Penyidik yang melakukan pemeriksaan surat wajib merahasiakan 
dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat 
yang dikembalikan itu; 
4) Dalam hal timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, 
dengan izin ketua pengadilan negeri, penyidik dapat datang dan 
minta kepada pejabat penyimpan umum supaya surat asli yang 
disimpanya dikirimkan kepada penyidik, dan apabila tidak 
dikirimkan, penyidik berwenang mengambilnya;  
5) Membuat berita acara dan turunan berita acara ini dikirimkan 
kepada kantor /jawatan/ instansi dimana surat-surat tersebut disita; 
Dari uraian tentang tugas dan wewenang Polisi dalam penyidikan, 
tugas polisi dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan upaya-upaya 
paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 
pemeriksaan surat merupakan tindakan yang sangat mungkin bersentuhan 
dengan hak asasi manusia, sehingga harus memperhatikan asas “equality 
before the law” dan asas praduga tak bersalah (“presumption of 
innocence”), sehingga penggunaan upaya paksa sebaiknya dilakukan dalam 
keadaan yang sangat terpaksa serta dilakukan dengan penuh tanggung 
jawab. 
Peningkatan tanggung jawab dari penyidik memang nampak 
dengan adanya persyaratan formil yang harus dipenuhi dan kontrol lembaga 
yang berfungsi sebagai pengawasan, misalnya melalui Praperadilan; ijin 
atau ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri; kewajiban memberitahu 
dimulai atau dihentikannya penyidikan; kewajiban memberikan tembusan 






B. Landasan Hukum Penerapan Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana 
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota 
Untuk mengetahui landasan hukum penerapan alternatif 
penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres 
Tegal Kota, penulis berangkat dari hakekat pemidanaan yang diwujudkan 
dalam proses Pengadilan itu bertujuan untuk : 
1. Prevensi umum yaitu dengan dipidananya pelaku kejahatan maka ia 
diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat. 
2. Prevensi khusus yaitu dengan telah diselesainya menjalani pidana maka 
ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 
Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-
persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi 
tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang 
menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang 
menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang 
pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang 
yang benar–benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.  
Perkara tindak pidana lalu–lintas itu pada umumnya tidak ada 
kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Pengenan pidana 
kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan “Strict 
liability “ artinya : Ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan 
mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud 
untuk melakukan suatu perbuatan. Namun meskipun demikian dia 
dipandang tetep bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang 
itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu 
perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.  
Aparat penegak hukum dapat juga melakukan tindakan Represif 
yaitu yang dimaksud dengan Represif tersebut sebagai berikut : Tindakan 
yang Represif pada prinsipnya didasarkan pada peraturan per Undang – 
Undangan yang berlaku seperti Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, dan 





Jalan. Namun dalam hal tertentu tindakan Represif tidak harus didasarkan 
pada peraturan perundang–undangan dapat juga dibenarkan oleh 
Pengadilan. 
Pada prinsipnya setiap perkara lalu – lintas yang sampai 
menimbulkan korban meinggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan 
harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian 
diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan 
yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.  
Dalam praktek sehari–hari Polisi sebagai penyidik khususnya 
dalam menangani perkara lalu – lintas yang menyebabkan luka – luka 
maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima 
penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan meskipun perkara tersebut 
termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang – undang tidak dapat 
menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat.  
Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Menurut pendapat Iswanto, penyelesaian perkara secara damai 
perkara tindak pidana lalu–lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka 
berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana 
dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung dapat 
menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau 
keluarga korban39. 
Adapun menurut Djoko Prakoso, tindakan Polri yang menggunakan 
asas kewajiban berdasar yurisprudensi sampai saat ini belum dijumpai di 
Indonesia, selama ini yurisprudensi sebagai landasan hukum bagi wewenang 
polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari Arrest Hoge Raad 
pada tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu tindakan dapat 
dianggap “ rechmatig “ (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa 
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pemberian kuasa secara khusus oleh undang –undang asalkan berdasarkan 
kewajiban menurut undang – undang40. 
Dengan demikian tindakan polisi sebagai penyidik dalam 
menyelesaikan perkara kecelakaan lalu – lintas diluar pengadilan itu adalah 
sah sesuai dengan hukum meskipun tidak ada dasar hukumnya.  
Penyelesaian perkara pidana lalu – lintas ada yang penyelesaiannya 
dilakukan diluar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu – lintas yang 
menyebabkan meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak 
– pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut 
dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing – masing pihak sepakat 
untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit – belit dan 
memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan 
mempelajari bukti – bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan 
yang dapat diterima keduabelah pihak.  
Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut diatas 
tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah 
dari masing – masing pihak dan apabila masing – masing pihak sudah ada 
kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal 
korban terlebih dahulu dirawat dirumah sakit, menanggung biaya 
pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah 
uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan yang 
berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali 
dari masing – masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan 
selesai.  
Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu – lintas yang menyebabkan 
meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada 
unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban 
biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka 
memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas 
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bentuk penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan dengan cara 
damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah 
mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargan.  
Polisi lalu – lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara 
kecelakaan lalu –lintas harus melihat dahulu sebab – sebab terjadinya 
kecelakaan lalu – lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut 
diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan.  
Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar 
keahlian khusus dibidang lalu – lintas karena polisi tersebut dalam 
menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan 
adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara 
penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan 
korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan 
sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan 
melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan 
dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan. 
Secara garis besar timbulnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu–
lintas diluar pengadilan disebabkan faktor–faktor antara lain : 
1. Pelaku 
Dalam hal ini pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman 
pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim karenan ada sebagian 
masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat 
dalam suatau perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela. 
2. Keluarga korban 
Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu 
musibah atau halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara 
kekeluargaan dengan kesepakatan yang berupa uang biaya perawatan 
selama korban dirawat dirumah sakit sebelum meninggal, biaya 
pemakaman, biaya selamatan hingga selesai serta sejumlah uang 
sebagai uang duka.  





Polisi disini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku 
dan keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Dalam perkara 
tersebut penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga 
korban akan menuntut secara hukum pidana. 
Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas melatarbelakangi untuk 
pembaharuan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992, yaitu dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan 
lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan 
antara lain penegakan hukum, perekayasaan baik sarana  maupun 
prasarananya, pendidikan  dan penyuluhan, informasi baik melaui media 
cetak maupun elektronik, dan kegiatan penelitian. 
Upaya-upaya yang berkaitan dalam rangka penanganan kecelakaan 
lalu lintas jalan pada berikutnya dapat dikelompokkan dalam 3 tahapan yaitu 
sebelum kejadian, pada waktu kejadian dan sesudah kejadian. 
1. Tahapan sebelum kejadian 
Pada umumnya kejadian kecelakaan lalu lintas tidak dapat  diprediksi 
sejak dini, namun perlu kiranya semua pihak baik instansi pemerintah 
maupun swasta  serta pengguna  jalan perlu  mengantisipasi  guna  
mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Dari sudut 
pemakai jalan upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan 
kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalu lintas. Di samping 
itu kendaraan yang digunakan haruslah memenuhi persyaratan layak 
jalan. 
2. Tahapan pada waktu kejadian 
Penanganan pada waktu  kejadian  kecelakaan merupakan bagian  
yang penting yang perlu mendapat perhatian. Di sini dituntut kesiapan 
aparat baik dari kepolisian maupun dari kesehatan (rumah sakit/ 
ambulance) untuk mencapai lokasi kejadian tepat pada waktunya guna 





3. Tahapan sesudah kejadian 
Dalam penanganan kejadian kecelakaan, diperlukan kejelian 
aparat/instansi yang berwenang untuk meneliti/melihat sebab-sebab 
kejadian agar dapat disusun suatu rencana perbaikan (remedial 
measures) guna mencegah terulangnya  kejadian-kejadian  berikutnya. 
Untuk itu perlu didukung dengan data dan informasi yang lengkap 
perihal kejadian kecelakaan. 
Masalah keselamatan lalu lintas dewasa ini menjadi salah satu isu 
utama di dalam perencanaan transportasi. Ketidakefektifan pengoperasian  
lalu lintas dapat dilihat dari seberapa jauh tingkat kongesi dan kecelakaan 
lalu-lintas yang terjadi di suatu sistem jaringan jalan yang ada. 
Kecelakaan terjadi pada dasarnya merupakan resultan dari: 
pengemudi, kendaraan, dan lingkunganjalan. Elemen-elemen tersebut baik 
secara individual maupun kombinasi dapat menyebabkan kecelakaan. Data 
baik dari luar negeri maupun Kepolisian Indonesia memperlihatkan bahwa 
kecelakaan terjadi sekitar 90% disebabkan karena faktor manusia 
(pengemudi), sedangkan faktor kendaraan dan lingkungan jalan masing-
masing hanya sekitar 5%. Khusus di Indonesia mengingat fasilitas jalan 
yang tidak lengkap terjadi terdensi bahwa pengelola jalan  cenderung  
menyalahkan  pengemudi  bahwa  seharusnya  mereka  telah mengetahui 
terlebih dahulu situasi jalan yang akan dilalui. Di lain pihak juga disadari 
bahwa ketida kepedulian dan kurang terampilnya pengemudi se ring se kali 
menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. 
Data kecelakaan dari Dirlantas Mabe Polri menunjukkan bahwa 
kira-kira 10.000 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. dengan mengacu 
studi yang dilakukan  Puslitbang  Jalan  bahwa  biaya  kecelakaan  fatal  
sekitar  Rp 40  juta, maka dalam satu tahun dapat terlihat besarnya kerugian 
yang terjadi. Belum termasuk di dalam bia ya kecela kaan yang bersifat 
serius, ringan dan hanya kerugian material. 
Di dalam manajemen lalu lintas terdapat dua istilah di dalam usaha 





1. traffic audit dan; 
2. traffic calming. 
Traffic Audit merupakan tindakan mengevaluasi sistem lingkungan 
jalan (geometrik, perkerasan jalan, rambu dan marka), khususnya pada  
kawasan rawan kecelakaan agar tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan 
oleh elemen lingkungan jalan. 
Traffic Calming merupakan tindakan untuk melindungi lingkungan 
sekitar jalan, khususnya kawasan perumahan dari lalu lintas dengan cara 
menenangkan gerakan lalu lintas sedemikian rupa sehingga tidak 
membahayakan pejalan kaki, sepeda, dan warga sepanjang jalan tersebut. Di 
dalam traffic calming strategi yang digunakan pada umumnya berupa 
tindakan mengurangi kecepatan kendaraan dengan berbagai instrumen 
seperti “polisi tidur” (road hump), penyempitan lajur dan lain sebagainya. 
Upaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kota Tegal yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perlengkapan Jalan,  yaitu : 
1. Perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terdiri 
dari : 
a. Rambu –rambu; 
b. Marka jalan; 
c. Alat pemberi isyarat jalan; 
d. Alat pengendali pemakai jalan; 
e. Alat pengaman pemakai jalan; 
f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan; 
g. Fasilitas pendukung. 
2. Alat pengendali pamakai jalan tersebut, terdiri dari : 





b. Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. 
3. Alat pengaman pemakai jalan terdiri dari : 
a. Pagar pengaman; 
b. Cermin tikungan; 
c. Deliniator; 
d. Pulau lalu lintas; 







 Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas 
di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditentukan di dalam 
Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312. 
a. Ketentuan di dalam KUHP dan ketentuan di dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 menempatkan pidana penjara sebagai pidana 
pokok. 
b. Pertanggungjawaban atas kesalahannya. Dalam pertanggungjawaban 
ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membedakan dalam 
kategori pelanggaran dan kategori kejahatan; 
c. Dari segi tujuan pemidanaan, pidana penjara dalam kecelakaan lalu 
lintas tidak menimbulkan efek jera dan prevensi, untuk itu perlu adanya 
sanksi alternative lain selain pidana penjara dalam kecelakaan lalu 
lintas. 
2. Landasan hukum penerapan alternatif penyelesaian tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tegal Kota, berdasarkan : 
a. Yurisprudensi Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 Maret 1917 yang 
menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap “ rechmatig “ (sah 
sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus 
oleh undang –undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang–
undang. 
b. Kebiasaan masyarakat, yaitu praktek sehari-hari dalam kenyataan di 
lapangan pada saat kedua belah pihak telah bersepakat penyelesaian 
kecelakaan lalu lintas dengan cara kekeluargaan yang disertai dengan 
adanya persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan oleh kedua belah 
pihak, dianggap sebagai salah satu penyelesaian secara sosiologis 






Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar : 
1. Patroli atau razia yang menjadi tugas dari polisi supaya lebih ditingkatkan, 
dan seandainya petugas menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan 
oleh pengendara dijalan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. 
2. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan pengemudi kendaraan dijalan 
harus ditindak dengan tegas dan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan 
ketentuan dari undang – undang yang ada, karena pelanggaran–
pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu–
lintas, dalam hal tersebut harus dilaksanakan sehingga dapat tercipta 
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